MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 290 /Kpts-II/1998
TENTANG
PENUGASAN TENAGA PENDAMPING (COUNTERPART), PAKAR DAN NARA SUMBER PADA PROYEK KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEHUTANAN
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang 
:
a.
Bahwa untuk meningkatkan daya guna proyek kerjasama luar negeri serta untuk meningkatkan proses alih teknologi dan pengetahuan, maka perlu ditunjuk Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber; 



b.
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga pendamping, pakar dan nara sumber tersebut pada butir a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penugasan Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber Pada Proyek Kerjasama Luar Negeri Departemen Kehutanan.

Mengingat 
:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; 

4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1968; 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; 

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993; 

7. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990; 

8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993; 

9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994; 

10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep-27.MK-3/8/1994 dan Nomor Kep-166/KET/8/1994; 

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993; 

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 296/Kpts-II/1995.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan 
:
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN TENAGA PENDAMPING (COUNTERPART), PAKAR DAN NARA SUMBER PADA PROYEK KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN KEHUTANAN
BAB I 
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan 

1. Proyek Kerjasama Luar Negeri adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan mendapatkan bantuan teknik, sarana dan prasarana serta pendanaan dari negara/badan/organisasi donor dalam bentuk hibah (grant) dan atau pinjaman (loan). 

2. Tenaga Ahli (Expert) adalah tenaga ahli luar negeri maupun tenaga ahli dalam negeri yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu, dibiayai dan diusulkan oleh donor dan disetujui oleh Pemerintah Indonesia untuk berkerja pada proyek kerjasama luar negeri dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kehutanan. 

3. Tenaga Pendamping (Counterpart) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kehutanan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi pendamping Tenaga Ahli Luar Negeri dan Dalam Negeri secara terus menerus dalam waktu tertentu untuk mencapai sasaran/tujuan proyek kerjasama luar negeri. 

4. Pakar adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu, yang diberi tugas oleh Menteri Kehutanan untuk menjadi tenaga pendamping dalam jangka waktu tertentu. Tugas pokok Pakar adalah mengkoordinasi Tenaga Pendamping, member-ikan saran, alih pengalaman, keahlian, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Pendamping (Counterpart) untuk mencapai sasaran dan atau tujuan proyek kerjasama. 

5. Pejabat fiingsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpm satu satuan organisasi negara. 

6. Pejabat fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
JENIS PROYEK KERJASAMA LUAR NEGERI 

DAN PERSONIL YANG MENANGANI
Pasal 2

(1) Proyek kerjasama luar negeri berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi :
a.  Penguatan Kelembagaan, termasuk pelatihan 
b.  Penelitian dan Pengembangan 
c.  Operasional/Implementasi d. Perencanaan. 

(2) Personil yang menangani secara langsung proyek kerjasama luar negeri, terdiri atas :

a. Tenaga Ahli (Expert)
b. Tenaga Pendamping (Counterpart)
c. Pakar
d. Nara Sumber

Pasal 3

(1) Untuk memenuhi kebutuhan Pendamping (Counterpart) pada proyek kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) butir b, perlu dibentuk Kelompok Tenaga Pendamping (Counterpart) yang terdiri atas berbagai bidang ilmu, pengetahuan, teknologi dan keahlian yang diperlukan oleh proyek kerjasama. 

(2) Kelompok Tenaga Pendamping (Counterpart) dipimpin oleh seorang Pakar. 

(3) Kelompok Tenaga Pendamping (Counterpart) untuk seluruh proyek kerjasama luar negeri dikoordinasi oleh Biro Kerjasama Luar Negeri dan Penanaman Modal Departemen Kehutanan.

Pasal 4

Berdasarkan tingkat pengalaman di bidang tugasnya, Tenaga Pendamping (Counterpart) dibedakan menjadi :

1. Tenaga Pendamping Pemula (Counterpart Junior). 

2. Tenaga Pendamping Ahli (Counterpart Senior).

Pasal 5

Untuk jenis proyek penguatan kelembagaan dan jenis proyek perencanaan, diperiukan Kelompok Tenaga Pendamping (Counerpart) dengan proporsi pembagian lebih banyak Tenaga Pendamping Ahli (Counterpart Senior) dibandingkan Tenaga Pendamping Pemula (Counter-part Junior).

Pasal 6

Untuk jenis proyek penelitian dan pengembangan dan proyek operasional/implementasi, diperlukan Kelompok Counterpart dengan proporsi pembagian lebih banyak Tenaga Pendamping Pemula (Counterpart Junior) dibandingkan Tenaga Pendamping Ahli (Counterpart Senior).

BAB III
PERSYARATAN COUNTERPART, PAKAR DAN NARA SUMBER
Pasal 7

Persyaratan untuk Tenaga Pendamping Pemula (Counterpart Junior) adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan formal bagi katagori ahli, minimal Sarjana (Sl). 

2. Pendidikan formal bagi katagori teknisi I, minimal lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU). 

3. Bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan proyek. 

4. Masa kerja atau pengalaman dibidang keahliannya minimal 3 (tiga) tahun. 

5. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris. 

6. Diutamakan pejabat fungsional. 

7. Apabila pejabat stmktural berminat menjadi Tenaga Pendamping Pemula (Counterpart Junior), maka pejabat tersebut harus melepaskan jabatan strukturalnya menjadi pejabat non stmktural.

Pasal 8

Persyaratan untuk Tenaga Pendamping Ahli (Counterpart Senior) adalah :

1.  Pendidikan formal bagi katagori ahli, minimal lulusan Pasca Sarjana Program Magister (S2).

2.  Pendidikan formal bagi teknisi II, minimal lulusan Diploma 3.

3.  Bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan proyek.

4.  Mempunyai masa kerja atau pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 3 (tiga) tahun untuk S2 dan 1 (satu) tahun untuk S3.

5.  Memiliki kemampuan bahasa Inggris.

6.  Diutamakan pejabat fungsional.

7.  Apabila pejabat struktural berminat untuk menjadi Tenaga Pendamping Ahli (Counterpart Senior), maka yang bersangkutan harus melepaskan status jabatan strukturalnya menjadi penajat non struktural.

Pasal 9

Persyaratan untuk Pakar adalah :

1.  Pendidikan formal adalah lulusan Pasca Sarjana Program S3 dan atau yang disetarakan.

2.  Bidang Keahlian sesuai dengan kebutuhan proyek.

3.  Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalamjabatan struktural (manajerial).

4.  Mempunyai pengalaman lapangan.

Pasal 10

Persyaratan untuk Nara Sumber adalah :

1. Minimal menduduki jabatan struktural Eselon IV.

2. Bidang tugasnya berkaitan dengan proyek kerjasama luar negeri.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

(1) Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber secara bersama-sama bertugas melaksanakan proyek kerjasama luar negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati bersama. 

(2) Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber secara bersama-sama ber-tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan proyek kerjasama luar negeri yang ditangani.

BAB V
STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

(1) Selama menjadi Tenaga Pendamping (Counterpart), status yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penugasan pada proyek kerjasama luar negeri. 

(2) Selama menjadi Tenaga Pendamping (Counterpart), secara administratif terikat pada unit kerja masing-masing dan secara fisik terikat dengan proyek.

Pasal 13

(1) Bagi pejabat struktural, selama menjadi Tenaga Pendamping (Counterpart) statusnya berubah menjadi pejabat non struktural, sedangkan bagi pejabat fungsional selama menjadi Tenaga Pendamping (Counterpart), tetap sebagai pejabat fungsional dan diberikan kesem-patan untuk mengumpulkan angka kredit. 

(2) Selama menjadi Tenaga Pendamping (Counterpart) dimungkinkan untuk mengikuti pendi-dikan dan pelatihan penjenjangan maupun teknis fungsional, sesuai peraturan yang berlaku. 

(3) Setelah selesai melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendamping (Counterpart), bagi yang semula menduduki jabatan struktural diprioritaskan untuk menempati jabatan struktural kembali sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman dari proyek kerjasama luar negeri yang ditangani.

Pasal 14

(1) Tenaga Pendamping (Counterpart) berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Menerima honorarium, bantuan insentif atau fasilitas lainnya dari proyek kerjasama luar negeri lingkup Departemen Kehutanan.

Pasal 15

(1) Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber berkewajiban mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya. 

(2) Tenaga Pendamping (Counterpart) dan Pakar diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan laporan akhir kepada Departemen Kehutanan. 

(3) Tenaga Pendamping (Counterpart) dan Pakar diwajibkan untuk mempresentasikan hasil tugasnya kepada Menteri Kehutanan. 

BAB VI 
PROSEDUR PENUGASAN
Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Counterpart periu menjalani seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai Tenaga Pendamping (Counterpart). 

(2) Terhadap calon Tenaga Pendamping (Counterpart), Tim Penilai Tenaga Pendamping (Counterpart) melakukan seleksi kemampuan bahasa Inggris dan penguasaan bidang tugas, sedangkan Biro Kepegawaian Departemen Kehutanan melakukan seleksi administrasi kepegawaian.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Pendamping (Counterpart) dilakukan oleh Biro Kepegawaian atas usulan/pertimbangan dari Tim Penilai Tenaga Pendamping (Counterpart). 

(2) Penunjukan dan pemberhentian Nara Sumber dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Unit Eselon 1 terkait (bagi pejabat struktural pusat) atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi (bagi pejabat struktural daerah). 

(3) Penunjukan dan pemberhentian Pakar dilakukan oleh Menteri Kehutanan. 

Pasal 18

(1) Jangka waktu penugasan sebagai Tenaga Pendamping (Counterpart) adalah antara satu sampai dengan tiga tahun (dalam satu periode) dan dapat diperpanjang kembali maksimal dua periode. 

(2) Jangka waktu penugasan bagi Pakar dan Nara Sumber disesuaikan dengan kebutuhan proyek kerjasama luar negeri dan atau kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas. 

(3) Perpanjangan tugas Tenaga Pendamping (Counterpart) dilakukan oleh Kepala Biro Kepe-gawaian Departemen Kehutanan setelah mendapat usulan dan rekomendasi dari Tim Penilai Tenaga Pendamping (Counterpart). 

(4) Pemberhentian atau penggantian Tenaga Pendamping (Counterpart) tidak dilaksanakan menjelang selesainya proyek. 

(5) Penempatan kembali tenaga Pendamping (Counterpart) setelah melaksanakan tugasnya ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian.
Kebutuhan Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber untuk proyek baru, sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam persetujuan kerjasama. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN
Pasal 20

(1) Selama melaksanakan tugas, Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber memperoleh pembiayaan dari proyek kerjasama luar negeri, yang terdiri dari honorarium, biaya operasional sesuai tugas dan fungsinya serta biaya pembuatan/pencetakan laporan. 

(2) Besarnya honorarium Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, sedangkan biaya-biaya lainnya disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di Departemen Kehutanan. 

(3) Rencana Anggaran Belanja untuk Counterpart, Pakar dan Nara Sumber diajukan oleh Pimpinan Proyek dengan memperhatikan dokumen kerjasama proyek serta rencana anggaran belanja tahun berjalan.

BAB VIII

LAIN- LAIN
Pasal 21

Pengalaman dan prestasi sebagai Tenaga Pendamping (Counterpart), Pakar dan Nara Sumber digunakan sebagai pertimbangan di dalam promosi pada jabatan struktural, atau pada kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan pertimbangan prestasi.

BAB IX 
PENUTUP
Pasal 22

(1) Dengan ditetapkannya keputusan im, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 258/Kpts-II/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Penetapan Honorarium Pendamping Konsultan (Counterpart) dengan Biaya dari Dana Pemerintah Lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Petunjuk pelaksanaan penugasan bagi Pegawai Departemen Kehutanan untuk menjadi Counterpart, Pakar dan Nara Sumber ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. 

(3) Apabila dalam pelaksanaan terdapat pembahan dan atau penyimpangan terhadap petunjuk pelaksanaan ini, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan C.q. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan secara kasus demi kasus.

Pasal 23

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya keputusan mi dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan. 

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

1998


MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.  Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
2.  Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
3.  Sdr. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan.
4.  Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
5.  Sdr. Direktur Utama BUMN lingkup Departemen Kehutanan
6.  Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia.
